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KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMCR : KEP- 51 /MENLH/ 10 /1995
TENTANG

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAG! KEGIATAN INDUSTRI
MENTER!I NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar te
manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta r
hidup iainnya perfu dilakukan pengendalian te
pembuangan limbah cair ke lingkungan:;

bahwa kegiatan industri mempunyai potensi menin
pencemaran lingkungan hidup, oleh karena it
dilakukan pengendalian terhadap pembuangar limt
dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair:

bahwa untuk melaksanakan pengendalian pencem:
sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Pe
Pemerintah Nemor 20 Tahun 1990 tentang Penge
Pencemaran Air, perlu ditetapkan' lebih lanjut ¢
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentar
Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;

Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie)
1926.8tbl. Nmor 226, setelah diubah dan ditambah
dengan Stbl. 1940 Nomor 450);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahui
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3¢
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10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan

Lernbaran Negara Nomor 3046);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3215);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perin-
dustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomeoer 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);

Undang-undang Nomor @ Tahun 1985 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan
Lembarar Negara Nomor 329¢); :

Peraturan Pemerintak Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225),

Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 1890 tentang
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1921 ientang
Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

Peraturan Pemerintaly Nomor 53 Tahun 1993 tentang Ana-
lisis Mengenal Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran negara Nomor 3538);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M
tahun1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1993 tentang Tugas Pokek, Fungsi dan Tata Kerja menteri
Negara Serta Susunan Organisasi Staf Mentari Negara;

‘Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun

1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

———————

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER! NEGARA LINGKUNGAN HIDUF

TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAG! KEGIATAN
INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Keputusan menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

(M

Industriadalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan
paku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya; termasuk kegiatan rancang
bangun dan perekayasaan industri:

baku Mutu Limbah Cair Industri adalah batas maksimum limbah cair yang
diperbolehkan dibuang ke lingkungan;

Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan
industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kuali-
tas lingkungan;

Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan
debit, kadar dan beban pencemaran;

Debit Maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang
ke lingkungan;

Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan di-
buang ke lingkungan;

Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diper- ,
bolehkan dibuang ke lingkungan;

Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengeloia lingkungan hidup;

Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur kepala

Daerah Khusus Ibukota atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa.
Pasal 2

Baku mutu Limbah cair untuk jenis industri :

1. Soda kostik/klor adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran A |
dan Lampiran B I; :
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10.

1.

12,

13.

14,

15,

16.

Pelapisan logam adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A
Il dan Lampiran B il;

Penyamakan kulit adalsh sebagaimana tersebut dalam Lampiran A
It dan Lampiran B Iii:

Minyak sawit adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A IV
dan Lampiran B IV:

Pulp dan kertas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran AV
dan Lampiran B V:

Karet adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VI dan B Vj:

Gula adalah mmamum.Bm:m tersebut dalam Lampiran A VI dan
Lampiran B Vii;

Tafioka adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A ViIl dan
Lampiran B Vili;

Tekstil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A IX dan
Lampiran B IX;

Pupuk urea/nitrogen adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran
A X dan Lampiran B X:

Ethanol adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A X! dan
Lampiran B XI:

Mono Sodium Glutamate (MSG) adaiah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran A XHl dan Lampiran B XII;

Kayu lapis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XiIl dan
Lampiran B XIll;

Susu, makanan yang terbuat dari susu adalgh sebagaimana tersebut
dalam Lampiran A XIV dan Lampiran B XIV:

Minuman ringan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A
XV dan Lampiran B XV,

Sabun, diterjen dan produk-produk minyak nabati adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XVI dan Lampiran B XVI:

Bir adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XVII dan
Lampiran B X1l

s i n e e Vs

(@)

(3)

(4)

(6)

18. Baterai sel kering adalah sebagaimana tersebut dalam Lampire
XVIII dan Lampiran B Xviit:

19. Cat adalah .mmcmmm::m:m tersebut dalam Lampiran A XIX
Lampiran B XIX;

20. Farmasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XX ¢
Lampiran B XX:

21. Pestisida adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XXi ¢
Lampiran B XX].

Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri sebagaimana dimaks
dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan beban pencemaran ¢
kadar, kecuali jenis industri pestisida formuiasi bengernasan sebagairna
dimaksud dalam ayat (1) butir 20 dan butir 21. pasal ini ditetapkan be
dasarkan kadar. -

Bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (
pasal inj yang :

a.  lelah beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini, berlak

: Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran
dan wajib memenuhi Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana terseb
dalam Lampiran B selambat-tambatnya tanggal 1 Januari tahun 200

b. ~tahap perencanaannya dilakukan sebelum dikeluarkanny.
keputusan ini, dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan in
berlaku Baku Mutu Limbah Cair Lampiran A dan wajib memenur
baku Mutu Limbah Cair Lampiran B selambat-lambatnya tanggal -
Januari tahun 2000.

Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
ini setiap saat tidak boleh dilampaui.

Perhitungan tentang debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran
maksimum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran © keputusan ini.

Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal _.:._.
ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun,
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Pasal 3

(1) Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain dan/atau pimpinan
lembaga pemerintah nondepartemen yang cnﬂmmsmx&ma Bmaﬂmnxmq
Baku Mutu Limbah Cair untuk jenis-jenis industri di iuar jenis-jenis industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Selama Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud daiam ayat (1)
pasal ini belum ditetapkan, Gubernur dapat menggunakan Baku ._,\_.Sc
Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran C Keputusan ini.

{3) Gubernur dapat melakukan penyesuaian jumlah parameter m.mcmmmm yang
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, setelah mendapat persetujuan Menteri.

(4) Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan diluar parameter yang
tercantum dalam Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana ﬁmﬁmmcs am_ms
lampiran A dan B Keputusan ini, setelah mendapat persetujuan Menteri.

{5) Menteri memberikan tanggapan dan /atau umqwm@.cm: .mm_mac.m?
lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (3) dan
ayat (4) pasal ini.

{6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana Q_Bmwwcq dalam ayat (5) pasal
ini, tidak diberikan tanggapan dan/atau persetujuan , maka permohonan
tersebut dianggap disetujui.

Pasal 4

(1) Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih x.mmmﬁ dari ke-
tentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

(2) Apabila Gubernur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat
atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair mmcm@mwam.:m tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini, maka berlaku Baku Mutu Limbah Cair dalam
Keputusan ini.

Pasal 5

Apabila analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan chmE 3m3m<m_‘m~xm3
Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku Mutu Limbah Cair mmcmmm_Bm:m
dimaksud dalam Pasa! 4, maka untuk kegiatan industri ﬁmﬁwmci.a.:mﬁmvxm:
Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis menge-
nai dampak Lingkungan.

Pasal 6

Setiap nm:m:@mc:m jawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud da
pasal 2 ayat (1) Keputusan ini wajib :

a.. melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang di
ang ke lingkungan tidak metampaui Baku Mutu Limbah Cair yang te
ditetapkan;

b. ' membuatsaluran pembuangan iimbah cair yang kedap air sehingga tic
terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;

¢.memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pen
tatan debit harian fimbzh cair tersebut:

d. tidak melakukan ummmmom_‘m: lirmbah om_.q.._. termasuk mencampurk
buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah c:

e.  memeriksakan kadar pararneter Baku Mutu Limbah Cair sebagaima
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini secara pericdik sekurar
kurangnya satu kali dalam sebulan;

an.B_.mm_Jxm:mm_Em: nmaccmn@m:_macm:om:‘am:@m:mm_ca: =3.um3
air hujan; .

9. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya:

n. menyampaikan iaporan tentang catatzn debit harian, kadar parameter Bal
Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaks:
dalam huruf c, e, g sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepa
Bapedal, Gubernur, instansi teknis yang membidangi industri lain yar
dianggap pertu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlak

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 Keputusan il
dan Persyaratan Pasal 26 Peraturan Pemerintshan Nomer 20 Tahun 199
tentang Pengendalian Pencemaran Air wajib dicantumkan dalam izin Undang
undang Gangguan (Hinder Ordonnantie).

Pasal 8 . _

Apabila jenis-jenis kegiatan industsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal :
ayat (1) telah ditetapkan sebelum keputusan ini :
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a. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu
Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
dinyatakan tetap beraku, _

b. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih longgar dari pada Baku Mutu Limbah
Cair'sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini wajib disesua-
ikah dengan Baku Mutu Limbah cair dalam keputusan ini selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Kependu-
dukan dan Lingkungan Hidup Nomer : KEP-03/MENKLH/I1/1991 tentang Baku
Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Jakarta
Padatanggal : 23 Oktober 1995
Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd,

Sarwono Kusumaatmadja
Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan Pengawasan
dan Pengendalian,

Imauna_ Martono

LAMPIRAN - LAMPIRAN
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LAMPIRAN A, XV

NOMOR
TENTANG

"TANGGAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA

LINGKUNGAN HIDUP

KEP-51/MENLH/10/1995

BAKU MUTU LIMBAH CAIR
BAGI KEGIATAN INDUSTRI
23 OKTOBER 1295

BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTR! MINUMAN RINGAN

b KADAR BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m?)
| PARAMETER | MAKSIMUM
i DENGAN DENGAN TANPA " TANFA
, (mgrL) PENCUCIAN { PENCUCIAN | PENCUCIAN | PENCUCIAN
C BOTOL DAN | BOTOL DAN | BOTOL DAN | BOTOL DAN
] DENGAN TANPA DENGAN TANPA
PEMBUATAN [PEMBUATAN| PEMBUATAN | PEMBUATAN
SIRCP ~ SIROP SIROP ‘BOTOL
BOD, 100 600 500 300 200
TSS 80 540 450 270 180
Minyak dan 12 72 60 36 24
Lemak
pH 6,0-9,0 6,0-9,0 6,0-9,0 6,0-9,0
Debit Limbah Maksimum 6 L per St per 3L per 2L per
L produk L preduk L produk L produk
minuman h minuman minuman minuman
Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram
parameter per Liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum uniuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan
dalam gram parameter per m* produk minuman ringan yang dihasilkan.

80
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LAMPIRAN A. XVI

NOMOR
TENTANG

TANGGAL

KEPUTUSAN MENTERI'-NEGARA
LINGKUNGAN HIbUp .
KEP-51/MENLH/10/1995

BAKU MUTU LIMBAH CAIR

BAG! KEGIATAN INDUSTRI

23 OKTOBER 1995,

BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK
INDUSTR! SABUN, DITERJEN DAN PRODUK-PRODUK MINYAK NABAT

BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)

KADAR
PARAMZTER  [MAKSIMUM -
cnnts MINYAK
(me/L; SABUN NABATI DITERJEN
' BOD, 125 2,50 7,50 0,75
CcQoD 300 6.0 18,0 1.8
TSS 100 2,0 6.0 0.6
Minyak dan 25 0,50 1.5 0,15
Lemak
Fosfat 3 0,06 0,18 0,018
(sebagai PO,) .
MBAS 5 0.1 0.3 0,003
pH 6.0-9,0
Debit Limbah Maksimum| 20 m?per ton 60 m* per ton 6 m? per ton
1 produk sabun produk minyak produk
_ nabati diterjen

Catatan :

1.

Kadar maksimum untuk setiap parameter omom tabel di atas a.:ﬁﬁxm: dalam miligram
parameter per Liter air limbah.
Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan
dalam kg parameter per ton produk sabun atau minyak nabati atau diterjen.
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KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMGCR : KEP- 51 IMENLH/ 10 /11995
TENTANG

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetar
manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mal
hidup iainnya perlu dilakukan pengendalian terh:
pembuangan limbah cair ke lingkungan;

bahwa kegiatan industri mempunyai potensi menimbt
pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu ¢
ditakukan pengendalian terhadap pembuangan limbat-
dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair;

bahwa untuk melaksanakan pengendalian pencemara
sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Perat
Pemenntah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengend:
Pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut den
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang £
Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan industri; +

Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Ta
1926.Stbl. Nmor 226, setelah diubah dan ditambah ter
dengan Stbl. 1940 Nomor 450);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po
Femerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1!
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037
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10.

1.

12.

13.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 3046);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
xetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3215);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perin-
dustrian {(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomecr 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
{Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 329¢): : 4

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor
37, Tambanan Lembaran Negara Nomor 3225);

Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun
1980 Normor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahur 1921 tentang
Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomer 3445);

Peraturan Pemerintab Nomor 51 Tahun 1993 tentang Ana-
lisis Mengenal Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun

1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran negara Nomor 3538);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 96/M
tahun1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

Keputusan Presiden mmncc_..x Indonesia Nomor 44 Tahun
1993 tentang Tugas Pokek, Fungsi dan Tata Kerja menteri
Negara Serta Susunan Organisasi Staf Mentari Negara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

——————

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER! NEGARA LINGKUNGAN HIDUF

TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN
INDUSTRL

Pasal 1

Dalam Keputusan menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan
baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya: termasuk kegiatan rancang
bangun dan perekayasaan industri:

baku Mutu Limbah Cair Industri adalah batas maksimum limbah cairyang
diperbolehkan dibuang ke lingkungan;

._.._chq cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oieh kegiatan
industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kuali-
tas lingkungan;

Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan
debit, kadar dan beban pencemaran:

Debit Maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang
ke lingkungan;

Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan di-
buang ke lingkungan:

Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diper-
bolehkan dibuang ke lingkungan:;

Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup;

Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur kepala

Daerah Khusus Ibukota atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa.
Pasal 2

Baku mutu Limbah cair untuk jenis industri :

1. Soda kostik/klor adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran A |
dan L.ampiran B I;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pelapisan logam adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A
Il dan Lampiran B Il;

Penyamakan kulit adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A
i1l dan Lampiran B Hi;

Minyak sawit adalah sebagaimana tersebut daiam Lampiran A IV
dan Lampiran B IV;

Pulp dan kertas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A V
dan Lampiran BV,

Karet adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VI dan B VI,

Gula adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VIl dan
Lampiran B Vii;

Tarioka adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VIII dan
Lampiran B Vill;

Tekstil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A IX dan
Lampiran B iX;

Pupuk urea/nitrogen adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran
A X dan Lampiran B X;

Ethanol adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A X! dan
Lampiran B XI;

Mono Sodium Glutamate (MSG) adalah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran A XII dan Lampiran B XII;

Kayu lapis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A Xlll dan
Lampiran B XIlI;

Susu, makanan yang terbuat dari susu adalah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran A XIV dan Lampiran B XIV;

Minuman ringan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A
XV dan Lampiran B XV;

Sabun, diterjen dan produk-produk minyak nabati adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XVI dan Lampiran B XVI;

Bir adalah sebagaimana tersebut dalam Lampirar A XVII dan
Lampiran B XVII;

Trar ae
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18. Baterai sel kering adalah sebagaimana tersebut dalam Lampi
XV dan Lampiran B XViit;

19. Cat adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A Xi>
Lampiran B XIX,

20. Farmasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A X
Lampiran B XX;

21. Pestisida adalah sebagaimana tersebut datam Lampiran A XX
Lampiran B XXI.

Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri sebagaimana dimz
dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan beban pencemara
kadar, kecuali jenis industri pestisida formulasi pengernasan sebagai
dimaksud dalam ayat (1) butir 20 dan butir 21. pasal ini ditetapkar
dasarkan kadar. -

Bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana amamxmca dalam ay

pasal iniyang :

a. telah beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini, be

;' Baku Mutu Limbzah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampii
dan wajib memenuhi Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana ter:
dalam Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun

b. tahap perencanaannya dilakukan sebelum dikeluarkal
keputusan ini, dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusz
berlaku Baku Mutu Limbah Cair Lampiran A dan wajib meme
baku Mutu Limbah Cair Lampiran B selambat-lambatnya tang
Januari tahun 2000.

Bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam ay:
pasal ini yang tahap perencanaannya dilakukan dan beroperasi se
dikeluarkannya keputusan ini, maka berlaku baku mutu limbah cair s
gaimana tersebut dalam Lampiran B.

Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputi
ini setiap saat tidak boleh dilampaui.

Perhitungan tentang debit limbah cair maksimum dan beban pencem
maksimum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 keputusa

Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pas.
ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahui
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Pasal 3

Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain dan/atau pimpinan
lembaga pemerintah nondepartemen yang um,.a.m.:mxﬁmo Bm.:m.ﬂmnxma
Baku Mutu Limbah Cair untuk jenis-jenis industri di iuar jenis-jenis industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Selama Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini belum ditetapkan, Gubernur dapat menggunakan Baku .z_.cE
Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran C Keputusan ini.

Gubernur dapat melakukan penyesuaian jumlah parameter m.mcmmmm yang
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, setelah mendapat persetujuan Menteri.

Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan diluar parameter yang
tercantum dalam Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam
lampiran A dan B Keputusan ini, setelah mendapat persetujuan Menteri.

Menteri memberikan tanggapan dan /atau nmqmmﬁ&.cm::mm_mac.m?
lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (3) dan

ayat (4) pasal ini.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal
ini, tidak diberikan tanggapan dan/atau persetujuan , maka permohonan
tersebut dianggap disetujui. ]

Pasal 4

Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih x.mﬂmﬁ dari ke-
tentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Apabila Gubernur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat
atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana ﬂmamc& dalam
Lampiran Keputusan ini, maka berlaku Baku Mutu Limbah Cair dalam

Keputusan ini.

Pasal 5

Apabila analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan Sacmﬁ Smsmv\m.ﬂmﬁxm:
Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku Mutu Limbah Cair mmcm.mm_am:m
dimaksud dalam Pasal 4, maka untuk kegiatan industri nmamci.a.;mﬂmnxm:
Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis menge-

nai dampak Lingkungan.

Pasal 6

Setiap um:m:mmc:m jawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud de
pasat 2 ayat (1) Keputusan ini wajib :

a. . melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yangd
ang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang te
ditetapkan;

b. = membuat saluran pembuangan limbzh cair yang kedap air sehingga ti
terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;

¢. . memasang alat ukur debit atau faju alir limbah cair dan melakukan per
tatan debit harian limbzh cair tersebut;

d.  tidak melakukan nmlmmomqm: lirnbah om_.n.. termasuk mencampur
buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah ¢

e. . memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaim:
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini secara periodik sekura
kurangnya satu kali dalam sebulan:

ﬂ.Bnimmjxm:mmiﬂm:ntc:mnmm::ch:om: am:mm:mm_cﬁm:::._um_
air hujan; :

g.  melakukan pencatatar produksi bulanan senyatanya;

N.  menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter B:
Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaks
dalam huruf ¢, e, g sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kep
Bapedal, Gubernur, instansi teknis yang mambidangi industri lain ye

* dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beria

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 Keputusan
dan Persyaratan Pasal 26 Peraturan Pemerintahan Nomcr 20 Tahun 19
tentang Pengendalian Pencemaran Air wajib dicantumkan dalam izin Undar
undang Gangguan (Hinder Ordonnantie).

Pasal 8 -

Apabila jenis-jenis kegiatan industii sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (1) telah ditetapkan sebelum keputusan ini :
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a.  Baku Mutu Limbah Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu
Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
dinyatakan tetap berlaku; .

b. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih longgar dari pada Baku Mutu Limbah
Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini wajib disesua-
ikan dengan Baku Mutu Limbah cair dalam kepttusan ini selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 9

Dengan beriakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Kependu-
dukan dan Lingkungan Hidup Nomer : KEP-03/MENKLH/1/1981 tentang Baku
Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi dinyatakan tidak ]
berlaku lagi. ; _

Pasal 10

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Jakarta

Padatanggal : 23 Oktober 1995

Menten Negara |

Lingkungan Hidup, :
ttd,

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya

" Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup '

Bidang Pengembangan Pengawasan _
dan Pengendalian, _

:m_scm__._ z_m:.o:o

LAMPIRAN - LAMPIRAN
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LAMPIRAN A. XV

NOMOR
TENTANG

"TANGGAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
KEP-51/MENLH/10/1995

BAKU MUTU LIMBAH CAIR
BAGI KEGIATAN INDUSTRI
22 OKTOBER 1295

BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTR! MINUMAN RINGAN

L KADAR BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m?3)
| BARAMETER | MAKSIMUM
_ OENGAN OENGAN TANPA TANFA
“ (maily PENCUCIAN | PENCUCIAN | PENCUCIAN | PENGUGIAN
! o BOTOL DAN | BOTOL DAN | BOTOL DAN | BOTOL DAN
i DENGAN TANPA DENGAN TANPA
PEMBUATAN [PEMBUATAN| PEMBUATAN | PEMBUATAN
SIROP ~ SIROP SIROP BOTOL
BOD, 100 800 500 300 200
TSS . 90 540 450 270 180
Minyak dan 12 72 €0 36 24
Lemak
pH 6,0-9,0 6,0-9,0 5,0-9,0 6,0-9,0
Debit Limbah Maksimum 6 L per 5L per 3L per 2L per
L produk L produk L produk L produk
minuman _ minuman minuman minuman
Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram
parameter per Liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan
dalam gram parameter per m® produk minuman ringan yang dihasilkan.

80

LAMPIRAN A. XVI

NOMOR
TENTANG

TANGGAL

KEPUTUSAN MENTER! NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP ,
KEP-51/MENLH/10/1995

BAKU MUTU LIMBAH CAIR

BAGI KEGIATAN INDUSTRI

23 OKTOBER 1995

BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK
INDUSTRI SABUN, DITERJEN DAN PRODUK-PRODUK MINYAK NABAT

TR BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
PARA METER  |MAKSIMUM - ,
. MINYAK
oLy SABUN NABATI DITERJEN
- BOD, 125 2,50 7,50 0,75
CGoD 300 6,0 18,0 1.8
TSS 10C 2,0 6.0 06
Minyak dan 25 0,50 1,5 0,15
Lemak
Fosfat 3 0,06 0,18 0,018
(sebagai PO)) :
MBAS 5 0,1 0,3 0,003
pH 6.0-9,0
Debit Limbah Maksimum| 20 m?per ton 60 m* per ton 6 m? per ton
1 produk sabun produk minyak produk
| nabati diterjen |

Catatan :

1.

Kadar maksimum untuk mmzmv parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram
parameter per Liter air imbah.

Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan
dalam kg parameter per ton produk sabun atau minyak nabati atau diterjen.

81



Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT -

JAWA TENGAH

“ GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERWUR KEPALA DAERAH TINGKAT -I

JAWA TENGAH
NOMOR : 660.1/ 02 /1997

TENTANG

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

bahwa ' dalam rangka melestarikan lingkungan hidup
agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan
manusia serta ‘makhluk hidup lainya, ‘maka perlu
dilakukan pehgendalian terhadap pembuangaan limbah
cair A‘khususnya bagi Kkegiatan Industri dengan
menetapkan Baku Mutu Limbah Cair ;

bahwa berhubung dengan itu sesuai dengan Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP—51/
MENLH . /10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Keglatan Industri.

Undang—undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di daerah ;

Undang—-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan ;

Undang-ﬁndang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup ;
Undang—-undang Nomor $ Tahun 1984 tentaﬁg Perindus-

trian.
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' 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

7. Undang - undamg-.Nomor 24 Tahuh-- 1992  tentang
Penataan Ruahg ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445 ) ; '

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang
‘Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 1 _Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah.. '

MEMUTUS KAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

TENTANG = BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB.I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah = Tingkat I
Jawa Tengah ;

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,
bahan baku, barang setendah jadi dan /atau barang jadi menjadi

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;

Baku Mutu Limbah Cair Industri adalah batas maksimum limbah cair
yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan ;

Limbah cair adalah limbali dalam wujud cair yang dihasilkan oleh
kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat
menurunkan kualitas lingkungan ; '

e. Mutu limbah cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan
dengan debit, kadar dan beban pencemaran ; '

Perpustakaan Unik



f. Debit maksimum adalah debik
dibuang ke lingkungan ;
g. Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang diperbolehkan dibuang

ke lingkungan

-3

-
X

tertinggi yang- masih diperbolehkan

h. Beban' pencemaran maksimum adalah beban tertinggi yang masih

diperbolehkan dibuang ke lingkungan

BAB.II

BAKU MUTU LIMBAH CAYR UNTUK KEGIATAN INDUSTRI

(1) Baku mutu
meliputi :

Pasal 2

limbah cair untuk

1.Baterai Kering ;

2.Bihun dan Soun ;

3.Bir dan minuman berakhohol ;

4 .Biscuit
5.Cat ;

.
7

6.Cold Storage ;

7.Ethanol
8.Farmasi
9.Gula ;
10.Karet ;

11.Kayu lapis dan Partikel

12.Kecap :

~e

[

Board

13.Keramik dan Ubin ;

14 .Makanan Spesifik ;

15.Minuman Ringan ;

16 .Minyak ;

17.Mono Sodium Glutamat ;

Industri

-
4

dalam Keputusan

18.Pengalengan Buah dan Sayuran,Jamur,Acar dan Saos ;

19.Pengalengan Ikan ;

20.Penyamakan Kulit

ini
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

'22;Pu1p dan Kertas

- 33.Tekstil

20.Penyamakan Kulit ;
21 .Pelapisan Logam ;

~e

23.Pupuk Urea ;

24 .Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ;
25.Pestisida ; _

26 .Sabun,Minyak Nabati dan Detergen ;
27.Sirup ; o
28.Soda Kostik/Klor ;

29.Sodium Siklamat ;

30.Susu, Makanan yang terbuat dari Susu ;
31.Tahu dan Tempe ;

32.Tapioka ;

~e

34.Kegiatan yang tidak tercantum diatas .

Baku Mutu Limbah Cair industri dimaksud ayat (1) Pasal ini

sebagaimana . tersebut dalam lampiran KXeputusan ini .

Baku Mutu Limbah Cair dimaksud ayat (2) Pasal 1ini ditetapkan
berdasarkan beban pencemaran dan Kadar kecuali jenis industri
farmasi dan pestisida tersebut ayat (1) butir - 8 dan 25 Pasal

ini ditetapkan berdasarkan kadar .

Baku Mutu Limbah Cair dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak boleh

dilampaui.

Industri diluar ketentuan ayat (1) Pasal ini dapat menggunakan
Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran

Keputusan ini nomor 33.
Baku Mutu Liﬁbah Cair sebagaimana dimaksud ayat (2) Keputusan
ini ditinjau secara;berkaia sekurang-kurangnya sekali ‘dalam 5

tahun.

Pasal 3....cccceeeeeancs e e e e e

Perpustakaan Unik



Pasal 3

Tatacara perhitungan debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran
maksimun untuk menentukan wutu limbah cair sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat 5 Keputusan ini berpedoman kepada Lampiran D. Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep- Sl/MENLH/10/199S Tentang
‘Baku Mutu Limbah Cair Bagi Keglatan Industri .

BAB IV .
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR INDUSTRI

Pasal 4

(1) Industri dimaksud Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini pembuangan
limbah cairnya harus memenuhi ketentuan baku mutu 1limbah cair
tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini . .

{2) Kadar maksimum setiap parameter atau debit limbah cair tldak
boleh dilampaui.

(3) Penetapan debit limbah cair maksimum sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini didasarkan pada produksi bulanan senyatanya dari
industri yang bersangkutah.

(4) Apabila air limbah yang dibuang akan di gunakan / dimanfaatkan
untuk keperluan lain, seperti untuk Bahan Baku Air minum, perta
nian maupun perikahéh, selain harus memenuhi Baku Mutu Air Lim-
bah Jjuga harus memenuhi pula Baku Mutu Golongan Air sesuai

dengan peruntukahnyé.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk
Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan 1lingkungan
hidup wuntuk melakukan pemantauan kualitas dan debit limbah dari
setiap jenis industri.

Pasal 6 .......... S e e e n e e e e
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Pasal . 6

(1). Setiap pembuangan limbah cair harus memenuhi ketentuan . Baku

(2). Apabilal Analisis Dampak Lingkungan kegiatan industri.

Setiap pemberian izin pendirian industri harus mencantumkan ketentuan

tentang kewajiban untgk'mengolah limbah cair sesuai dengan

Mutu Limbah Cair sebadaimana dimaksud pasal. 2 ayat (1)

Keputusan ini.

mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku Mutu

Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka

untuk kegiatan tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair

sebagaimana dipersyaratkan oleh Analisa Mengenai Dampak

Lingkungan.

Pasal 7

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) Keputusan ini.

Pasal 8

Setiap penanggung jawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud Pasal

2 ayat (1) Keputusan ini wajib :

ketentuan

a. Melakukan pengolahan limbah cair sehingga mutu limbah cair
dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair
telah ditetapkan.

b. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga

tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan.

c. Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan

pencatatan harian limbah cair tersebut.

d. Tidak melakukan .....--ccc...
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d. Tidak ' melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan
buangan air bekas.pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah
cair.

e. Memeriksakan kadar parameter Baku Mutu lebah Cair . sebagaimana
tersebut dalam 1amp1ran Keputusan ini secara periodik sekurang-
kurangnya satu kali dalam sebulan atas blaya penanggung Jjawab
kegiatan. '

f. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan
air hujan.

g. Melakukan pencatatan produk81 bulanan senyatanya.

h. Setiap Industri yang membuang limbah cair wajib menyampaikan
laporan tentang_catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu
Limbah Cair, produksi bularian ‘senyatanya sekurang-kurangnya satu
bulan sekali kepada Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bidang I), instansi teknis
yang membidangi industri dan instansi lain yang dlanggap perlu
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Pengujian limbah cair industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1) Keputusan ini - dilakukan di laboratorium Penguji vyang
ditunjuk oleh Gubernur Kapala Daerah Tingkat- I jawa Tengah.

(2) Pengujian limbah cair industri dengan tidak menggunakan
laboratorium penguji yand ditunjuk oleh Gubernur, tidak diakui
keabsahannya dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian.

BAB.IV
SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap pasal 4 dan Pasal 7 Keputusan 1ini dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 11

(1) Pelaksanaan keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggung jdwab
Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang
Kesejahteraan Rakyat (Bidang.I). ' - '

: (2) Guna KelanCaran . ....e.eeee.--
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(2) Guna kelancaran pelaksanaan ketehtuan sebagaimana dimaksud ay:
(1) Pasal ini, maka Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jaw
Téngah Bidang I dibantu oleh Tim Program- Kali Bersih (PROKASIL
Tingkat I Jawa Tengah. . :

BAB.VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Ketentuan di dalam Pasal 4 Keputusan ini wajib dicantumkan dala
izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie 1926 Nomor 226).

Pasal 13
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka  Keputusan Gubernur Kepal.
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Juni 1990 Nomor: 660.1
26/1990 tentang Baku Mutu Air Di Propinsi Jawa Tengah dinyataka:
tidak berlaku bagi kegiatan Industri.

Pasa; 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

i : Semarang.
Y9 Mei 1997.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth
l1.Para Menteri Kabinet Pembangunan VI di Jakarta ;
2.Ketua BAPPENAS di Jakarta ;

3.Ketua BKPM Pusat di........ e




Perpustakaan Unik

3.Ketua BKPM Pusat di Jakarta ; N
4.Dirjen Béhgda pada Depdagri di Jakarta ;
5.Wakil Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6;Sekretaris'Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7.pPara Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
' 8.Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
9.Kepala Kanwil Dep.Perindustrian Propinsi Jawa Tengah ;
10.Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah ;
11.Para Kepala Instansi Vertikal Propinsi Jawa Tengah P
12.Para Pembantu Gubernur se Jawa Tengah ; _
13.Para Kepala Dinas/Satuan Khusus Propinsi Dati I Jawa Tengah ;
14 .Kepala Biro Bina Lingkungan Hidup, Perekonomian dan Hukum ;
15.Para Bupati / Walikotamadia se Propinsi Jawa Tengah ;

l6.Para Anggata Tim Prokasih Tihgkat I Jawa Tengah .

BBLH/BACLS7 SETWILDA TX.I JAA TENGAF ; - -
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15.BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTﬁK INDUSTRI MINUMAN RINGAN.

A. INDUSTRI MINUMAN RINGAN DENGAN PENCUCIAN BOTOL.

—— — —— ——— o W — — ——_— Y — " — " T — — — —————_ — ——— > P} S ot} T o} B At T o W S o S S T S S T W S T T e e e e

o BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( gr/1 )
PARAMETER KADAR e e
DENGAN PENCUCIAN DENGAN PENCUCIAN
( mg/1 ) BOTOL DAN DENGAN BOTOL DAN TANPA
PEMBUATAN SIRUP PEMBUATAN SIRUP .
| BOD g | 60 | 0,36 | 0,30 |
4 conp 100 | 0,60 | 0,50 |
| TSs (Padatan- 60 | 0,36 | 0,30 |
|  Tersuspen| | ' | |
| si Total)| [ | [
| Minyak dan | 6 | 0,036 | 0,03 |
| Lemak | | | |
| pH | 6 s/d 9 | 6 s/d 9 | 6 s/d 9 ]
b e N— ]
Debit Limbah Maksimum 6" LA Rer L ’ 5 L per L
Sebesar produk Minimum produk Minimum

——— —— " 207 = - B> W - P> Tt S Tt ot s S Yt e T At e ot At i et e A ket T S o T T 4 e e e 4 A . o o s S S S o — T —— = —

- BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( gr/1 ).
PARAMETER KADAR | =e e oo o 2D D
. TANPA PENCUCIAN TANPA PENCUCIAN
“( mg/1 ) BOTOL DAN DENGAN | BOTOL DAN TANPA
1 : PEMBUATAN SIRUP PEMBUATAN SIRUP
| BOoD ¢ ] 60 l 0,18 | 0,12 |
| cobD | 100 0,30 | 0,20 |
| TSs ( Padatan] 6D % . 0,18 | 0,12 |
| Tersuspensi -| ] ' ]
| Total ). | ] ]
| Minyak dan le| 6 0,018 | 0,012 |
| mak. I I [
| pH | 6 s7d 9 6 s/d 9 | 6 s/d 9 |
o ]
Debit Limbah Maksimum 3 L per L 2 L per L
Sebesar produk  Minimum produk Minimum
Catatan:

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyataka
dalam miligram parameter per liter air limbah
2. Beban pencemaran maksimum urituk setiap parameter pada tabel diata
dinyatakan dalam gram parameter per liter produk minuman yarn
dihasilkan .
- 16.BAKU MUTU ........- soo



INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda fangan dibawah ini :

Nama . Amien Muhadijir
Jabatan : General Technical Service Manager

PT. Coca-Cola Amatil indonesia Bottling Cenfral Java
Alamat : JI. Raya Soekarno Hatta, Km. 30, Ungaran 50501

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah
ini:

Nama : Alma Podita
NIM / NIRM 1 95.20.1222/95.6.111.01000.50018
Fakutltas » Fakultas Hukum -

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Telah melaksanakan Survey / Penelitian di B¢ jian General Technical
Service , Technical Operations Department PI. Coca-Cola Amatil
indonesia Bottling Central Java pada November dan Desember 2000 .

Dibuat Di  : Ungaran
Tanggal : 24 Januari 2001
Mengetahui ,

\ "
Amien Muhad??fm

/ General Technical Service Manager

] SEMARANG :

Perpustakaan Unik



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
(BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN)

(BAPEDAL) |

JI. M. T. Haryono 876 Semarang 50242 Telp./Fax. (024) 440513

.S URAT KETERANGAN
Nomor : 10 /gpp\. - Stkre /0102

Yang bertanda tangan dibawah ini kami atas nama Kepala BAPEDALDA
Propinsi Jawa Tengah :

Nama :MULYANTO,SH

NI P : 500 054 508

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina(1V/a)

Jabatan . Sekretaris BAPEDALDA Propinsi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : ALMA PODITA

NIM > 95204222

NIRM : 95.6.111.01000.50018

FAKULTAS :HUKUM

UNIVERSITAS : Katholik Soegijapranata Semarang.

Telah nyata-nyata melaksanakan Praktek Lapangan pada BAPEDALDA Propinsi Jawa
- Tengah dari tanggal 27 Nopember sampai dengan tanggal 30 Nopember 2000, dengan
mengambil Judul : “ PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI MINUMAN COCA COLA
SEBAGAI IMPLEMENTAS] UU NO. 23 TAHUN 1997 DI BAWEN KAB. SEMARANG. “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya..

Semarang, 8 Pebruari 2001

C o Pemblna
NTP 500 054 508




' pEMERINTAH PROPINSI JAWATENGAH \
BADAN PERENCANAAN PEMBAMNGUNAN DAERAH Femssam

Ji. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtd @ indosat.net.id
Semarang

TR TR

_Semarang. 18 Okt 2000

. Kepada Yth. :
Nomor : KR/ 5296/P/X/200()

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/ S DRgaFaR™
Survey.

Bupati Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey GAPPEDA  Jawa Tengah, tanggal :
Mengt 18. 0Kt 2000 Nomor =R/ 5296/P[X/2000. . . .. dengan

hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey

alas nama :

..................... AL A PORITAN. - N e
Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir):

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Pemwuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

Perpustakaan Unik

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
"~ Nomor:R/ 5296/P/X/2000

I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :
Bappemda/345/VIill/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah :

gl ....9.0Kt..2000 ... no. 070/ .5289/X(2000 . ...
2. Surat dari...Dekan. Fak. Hukum. UNIKA. Scegijapranata. Semarang
tgl. 2.0kt 2000 .. nomor ...Be2 °02/O78/UKS°05/X/2000

Il. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, beriindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan

TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalawn wilayah Propinsi Jawa tengah
yang dilaksanakan oleh

1. Nama . | ALMA PODITA
2. Pekerjaan .. Mahasiswa
3. Alamat - . J1l. Jangli Permai Blok B 32 Semarang
4. Penangqungawab - ENDANG WAHYAEL ¥ .SH,MH
5. Maksud tujuan . Penelitian Bergjudul :
: researchisurve * PEJGELOLAAN LIMBAF INDUSTRT MINUMAN COCA COLA

oy : : survey SERAGAI IMPLEMENTASI UU NO, 23 TH.19yr DI

. : BAWEN KAB. SEMARANG ",
6. Lokasi . Kab, Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research / survey tlidak disalahqunakan uniuk tujuan tertentu yang dapat
nmengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu
- melaporkan kepada Penguasa Daerali setempal.

c. Sefelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa
Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Swrvey ini berlaku dari :

..................................................................................................................

Dikeluarkan di: SEMARANG
Pada tanggal : 18 Okt 2000

TEMBUSAN :
. BN IRAUKKSHSHL AN
Kapolda Jateng. '

Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
Bupati/Aakikobexiodsa ... .Semarang............
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